BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 122 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72 TAHUN 2008
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

bahwa dalam rangka melaksanakan pengelolaan
keuangan desa perlu dilakukan pengelompokan program
dan kegiatan agar kinerja pembangunan desa lebih
terarah;

.bahwa dalam mengendalikan belanja perlu perlu

disempurnakan ketentuan penggunaan dan perhitungan
belanja tidak langsung;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pedomam
Pengelolaan Keuangan Desa.

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9, Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan  Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
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Menetapkan

S.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
16 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara Tahun 2010 Nomor 16);

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor
16 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007
Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 72
TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 72
Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008
Nomor 72) diubah sebagai berikut :



1. Ketentuan dalam Pasal 15 ditambah 1 (satu) ayat yaitu
ayat (4) sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai
berikut :

(1) Belanja desa dikelompokan atas :
a. belanja tidak langsung;dan
b. belanja langsung.

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a adalah belanja yang dianggarkan
tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan
program dan kegiatan.

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b adalah belanja yang dianggarkan terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan
kegiatan.

(4) Kode program dan kegiatan sebagaimana dimaksud
Ayat (3) terdapat dalam lampiran (Al.1)

2. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2)
ditambahkan 1 (satu) ayat dan setelah ayat (4)
ditambahkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (5) dan Ayat (6)
sehingga secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

(1) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 17 huruf f adalah tunjangan biaya pengobatan
yang diberikan kepada aparatur desa dan BPD
beserta keluarganya.

(2) Pemberian tunjangan kesehatan sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) tidak boleh diberikan kepada yang
berstatus Pegawai Negeri Sipil, atau pegawai swasta
yang biaya pengobatannya telah ditanggung oleh
perusahaan.

(3) Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah suami atau istri dan dua orang anak yang
belum menikah dan atau berumur paling tinggi 18
(delapan belas) tahun.

(4) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan
desa dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa.

(5) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuktikan dengan kwitansi pengobatan yang sah
dan benar.

(6) Biaya pengobatan sebagaimana dimaksud ayat (4)
dapat dikelola dengan menggunakan jasa perusahaan
asuransi kesehatan.

(7) Bilamana pengelolaan biaya pengobatan
menggunakan jasa perusahaan asuransi kesehatan
maka pembebanan belanja adalah belanja langsung.



3. Ketentuan dalam Pasal 19 pada ayat (1), ayat (2) diubah
dan ayat (3) dihapus berbunyi sebagai berikut :

(1)

(2)

(3)
(4)

Tali asih/uang jasa pengabdian sebagaimana yang
dimaksud dalam Pasal 17 pada huruf g adalah dana
yang diberikan kepada Aparatur Desa dan BPD yang
telah berakhir masa jabatannya atau diberhentikan
dengan hormat.

Tali asih/uang jasa pengabdian sebagaimana yang
dimaksud ayat (1) dihitung berdasarkan masa kerja
pada satu periode dikalikan dengan prosentase dari
penghasilan tetap perbulan, dengan ketentuan
sebagai berikut :

a. masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan
maksimal 100% (seratus persen) dikali
penghasilan tetap yang diterima pada bulan
terakhir;

b. masa kerja lebih dari 1 (satu) tahun sampai 2 (dua)
tahun  diberikan maksimal 200%  dikali
penghasilan tetap yang diterima pada bulan
terakhir;

c. masa kerja lebih dari 2 (dua) tahun sampai 3 (tiga)
tahun  diberikan maksimal 300%  dikali
penghasilan tetap yang diterima pada bulan
terakhir;

d. masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun sampai 4
(empat) tahun diberikan maksimal 400% dikali
penghasilan tetap yang diterima pada bulan
terakhir;

e. masa kerja lebih dari 4 (empat) tahun sampai 5
(lima) tahun diberikan maksimal 500% dikali
penghasilan tetap yang diterima pada bulan
terakhir;dan

f. masa kerja lebih dari 5 (lima) tahun sampai 6
(enam) tahun diberikan maksimal 600% dikali
penghasilan tetap yang diterima pada bulan
terakhir.

Dihapus.

Besaran dana tali asih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

4. Ketentuan antara Pasal 19 dan Pasal 20, disisipkan 1
(satu) Pasal baru yaitu Pasal 19A, yang berbunyi sebagai
berikut :

(1)

Pasal 19 A

Belanja non aparatur desa dan non pegawai desa
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 huruf b
adalah insentif yang diberikan kepada Pengurus
lembaga kemasyarakatan desa dan petugas sosial
desa.



(2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
ayat (1) mempedomani pada Peraturan Daerah.

(3) Petugas sosial desa sebagaimana dimaksud ayat (1)
meliputi Guru Ngaji, Ketekis/ Evengelis dan petugas
sosial lainnya yang diatur dalam Peraturan Desa
dengan mempedomani Peraturan Bupati.

(4) Penerima insentif non aparatur desa dan non pegawai
desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah yang
telah di tetapkan oleh Kepala Desa.

5. Ketentuan dalam Pasal 21 dihapus;

6. Ketentuan dalam Pasal 24 ditambah 1 (satu) ayat yaitu
ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

(1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada
Pasal 16 huruf g adalah belanja untuk kegiatan yang
sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang.

(2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. penanggulangan bencana alam dan bencana sosial
yang tidak diperkirakan sebelumnya;

b. kegiatan yang bersifat tidak biasa untuk tanggap
darurat dalamm rangka pencegahan gangguan
terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan
desa demi terciptanya keamanan, ketentraman dan
ketertiban masyarakat di desa;

c.uang duka aparatur pemerintahan desa dan
BPD;dan

d. pengembalian atas kelebihan penerimaan desa
tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup,
harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.

(3) Uang duka sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(2) huruf c, diberikan kepada keluarga sebagai ahli
waris.



—_—

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui dan memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya ke dalam Berita Daerah Kabupaten
Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 22 November 2012

BUPATI KUTAI ANEGARA,
RITA WIDIYASARI
Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 22 November 2012
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,
R W
EDI DAMANSYAH -

BERITA DAERAH KABUPATEN KUZTAI KARTANEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 122



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

' NOMOR 122 TAHUN 2012 TANGGAL 16 JANUARI 2012

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
KUTAI KARTANEGARA NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG
ALOKASI DANA DESA

KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE

REKENING

PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1
1 1 Penyediaan jasa surat menyurat
1 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1 3 Penyediaan jasa sewa peralatan dan perlengkapan kantor
1 S Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
1 6 Penyediaan alat tulis kantor
1 7 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
~ 1 8 kantor
1 9 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
1 10 Penyediaan peralatan rumah tangga
1 11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1 12 Penyediaan makanan dan minuman
1 13 Rapat-rapat / Musyawarah desa
1 14 Kordinasi dan Konsutasi
1 15 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Lainnya
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
2 APARATUR
2 1 Pembangunan gedung kantor
2 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
7~ 2 3 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2 4 Pengadaan peralatan gedung kantor
2 S Pengadaan mebeleur
2 6 Pengadaan ...................
2 s/d
2 12 dst.............
2 13 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2 14 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2 15 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
2 13 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2 14 Pemeliharaan rutin/berkala ...................
2 ... s/d
2 22 dst.............
2 23 Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
2 24 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
2 25 dst.............




PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA
APARATUR DESA

3 1 Pendidikan dan pelatihan formal

3 2 Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Bimbingan teknis implementasi Perda, Perbup, Perundang-

3 3 undangan

3 4 Bimbingan Teknik Pembuatan Produk Hukum Desa

3 S dst.............
PROGRAM BPD

4 1 Penyusunan / pembahasan perdes

4 2 Penjaringan dan pengelolaan aspirasi masyarakat

4 3 Penyedian Sarana dan Prasarana BPD

4 4 dst......

S PROGRAM PEMBANGUNAN FISIK / INFRASTUKTUR
Pekerjaan Umum

S 1 Pembangunan jalan

S 2 Pembangunan jembatan

S 3 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

S 4 Pembangunan turap/talud/bronjong

S S Rehabilitasi/ pemeliharaan jalan

S 6 Rehabilitasi/ pemeliharaan jembatan

S 7 Pembangunan jaringan air bersih/air minum

S 8 Pembangunan pintu air

S 9 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

S 10 Rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan air bersih/air minum Desa

S 11 Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

S 12 Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi yang telah dibangun

S 13 Pembangunan sumur-sumur air tanah

S 14 Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan bangunan penampung

S 15 air lainnya

S 16 Penyediaan prasarana dan sarana air minum

S 17 Penyediaan prasarana dan sarana air limbah

S 18 Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan prasarana air minum

S 19 Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan

S 20 Pekerjaan Umum Lainnya

S Perumahan Dan Pemakaman

S 25 Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat

S 26 Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman

S 27 Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman

S 28 Survey dan pemetaan wilayah desa

S 29 Pembangunan Sarana dan prasarana Rumah Adat

5 30 Pemeliharaan sarana dan prasarana Rumah Adat




Lingkungan Hidup dan Kependudukan

S 36 Rehabilitasi hutan dan lahan
S 37 Pengembangan data base kependudukan
S 38 Dst...
6 PROGRAM PEMBANGUNAN EKONOMI
Pertanian
6 1 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
6 2 Peningkatan kemampuan lembaga petani
6 3 Pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija
6 4 Pengembangan diverisifikasi tanaman
6 5 Pengembangan pertanian pada lahan kering
6 6 Pengembangan lumbung pangan desa
6 7 Pertanian tanaman palawija, padi gunung
6 8 Pembinaan dan pengembangan perikanan
6 9 dst.....
Peternakan
6 13 Pengembangan perbinihan/perbibitan ternak
6 14 Pembuatan sarana budidaya peternakan
6 15 Dst ....
Perikanan/Kelautan
6 20 Pengembangan perbinihan/perbibitan Perikanan
6 21 Pengembangan Budidaya perikanan
6 22 Dst....
6 Perdagangén
6 26 Kegiatan fasilitasi modal usaha bagi pedagang kecil dan kakilima
6 27 Fasilitasi bagi industri kecil terhadap pemanfaatan sumber daya
6 28 dst..cceenieennnes
Koperasi dan Usaha Kecil
6 32 Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan
6 33 pendidikan dan pelatihan ketrampilankerja
6 34 Penyertaan modal Usaha
6 35 Dst..... |
7 PROGRAM PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
7 Pendidikan
7 1 Pembangunan saranan dan prasarana bermain
7 2 Pengembangan pendidikan anak usia dini
7 3 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini
7 4 Publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini
7 S Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal
7 6 Dst......




7 Kesehatan
7 10 Perbaikan gizi mayarakat
7 11 Peningkatan kesehatan masyarakat
7 12 Penyelenggaraan penyehatan lingkungan
7 13 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
7 14 Pemberian tambahan makanan dan vitamin
7 15 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi
7 16 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat
7 17 Pelayanan sunatan masal
7 18 Pembangunan posyandu
7 19 Penyuluhan kesehatan anak balita
7 20 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang
7 21 mampu
7 22 Dst......
7 Pemberdayaan Perempuan

Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,
7 27 pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan
7 28 kesetaraan jender

Kegiatan pepyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun
7 29 keluarga sejahtera

Kegiatan bi?nbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam
7 30 mengelola usaha
7 31 Dst......
7 Sosial
7 38 Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin
7 39 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga
7 40 miskin i

Pelatihan ke';terampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan
7 41 sosial
7 42 Dst...... :

¥

7 Pemuda dan Olah Raga
7 49 Peningkatah keimanan dan ketagwaan kepemudaan
7 S50 Pelatihan Kewirausahaan bagi pemuda
7 S1 Pelatihan keterampilan bagi pemuda
7 S2 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda
7 53 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
7 54 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat
7 S5 Peningkata'n:‘ pembangunan saran dan prasarana olahraga
7 56 Dst...... >
7 Perlindungan Masyarakat
7 60 Pembangurfian pos jaga/ ronda




T 61 Penyuluhan pencegahan peredaran uang palsu

7 62 Penyuluhan pencegahan dan penertiban aksi premanisme
£ 63 Penyuluhan pencegahan praktek perjudian

7 64 Penyuluhan pencegahan eksploitasi anak bawah umur

i 65 Dst......

Q7 Pemerintahan Umum

7 69 Penyusunan RPJMDes

7 70 Penyusunan RKP Desa

Z 71 Penyusunan APB Desa

74 72 Pembuatan Profil Desa

7 73 Pembuatan Perdes/ Perkades

74 74 Pemilihan Kepala Desa

7 75 Pemilihan BPD

if 76 Penjaringan Perangkat Desa/Stafl Desa

7 i Dst ...........

i 80 Keagamaan

7 81 Pembangunan tempat ibadah

7 82 Rehab tempat ibadah

7 83 Pengadaan Peralatan Ibadah

7 84 Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan

7 85 A1 S
07 Adat

7 90 Fasilitasi penyelenggaraan upacara/ kegiatan lembaga adat
7 91 Fasilitasi musyawarah lembaga adat

7 92 dst...

8 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Organisasi

8 1 Masyarakat Pedesaan

8 2 Pembuatan Perpustakaan Desa

8 3 352 A

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDIYASARI




